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KEPUTUSAN REPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR:P / oafé / DISDIK-B.2 / V /2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD NEGERI DI LINGEKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPAEN KETAPANG,

Menimbang : a  bahwa berdasarkan Berita Acarm hasil Perunjauan dan
Pendataan Administrasi SD Negeri di lingkungan Ddnas
Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 23 Mei 2022
telah memenuhi syarat untuk beroperasi;

bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan SD Negen
b. di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang
perlu diberikan perpanjang izin operasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
c. maksud pada huruf a dan hurufl b, periu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Ketapang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang

Mengingat : 1. Penewapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan ([Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9], sebagm Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat [l Tahah Laut, Daerah
Tingkat [l Tapink dan Daerah Tingkat Il Tabalong
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
2  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembiaran
Negara Republik Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4 Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 MNomor 244, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesin: Nomor 5587);
Sebagatmana  telah. diubabh  beberapa  kali terakhir
dengan Undang: Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedus ates  Undang-undang  Nomor 3
Tahun 2004, tentang Pemerintnhar Daerah |Lemibwirnn
Negara Republik Indonesla  Tahun 2015, Nosmior 58,

Tambahan Lemburnn Negara Repubilik Indonesia Nomor
BTG,

Feraturan Pemerintah Republik Indonesia MNomor 17
4. Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Pendidiksn  (Lembaran Negarn  Republik  Indonesia
Tahun 2010 Nemor 23, Tambahn Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomeor 5105), sebagaimana telah di
ubah dengan Peratuman Pemerintah  Nomor 66 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Persturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 12010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan  Kependidikan  |Lembaran |
Republik Indonesia Tahun 2010 Hmﬂl"rlm
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
tentang Stander Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
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